BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan materi skripsi ini, maka penulis

mencoba menyimpulkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu:

Surat dakwaan amat penting dalam proses persidangan, karena hakim memberikan
putusannya berbagai fakta yang di anggap terbukti, didasarkan oleh surat dakwaan tersebut,
yang kemudian didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum dan undang — undang,
serta oleh keyakinan hakim sendiri. Jadi dengan demikian ruang lingkup pemeriksaan di
pengadilan telah terbatas dengan adanya surat dakwaan, yang kemudian mendasari
pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusannya. Dengan berdasarkan fakta-fakta
dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti seperti yang ada dalam pemeriksaan
serta dari kronologis yang disusun penuntut umum. Maka seharusnya didalam dakwaan
tersebut bukan alternatif akan tetapi dakwaan komulatif karena ada rangkaian tindak pidana
lanjutan yang dilakukan oleh terdakwa .

. bahwasanya pelaku patut di hukum dengan dakwaan penggabungan atas perbuatan tindak

pidana pemalsuan surat dan penggunaanya serta tindak pidana perdagangan orang Dengan
menggunakan dakwaan komulatif. dimana dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan
secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri
(Samenloop/Concursus/ Perbarengan) dikarenakan ada beberapa rangkaian tindakan pidana
yang diatur dalam pasal 263, 264 KUHP serta Undang- undang nomor 21 tahun 2007
tentang tindak pidana perdagangan orang sehingga perbuatan tersebut seharusnya dimasukan
kedalam dakwaaan penuntut umum agar majelis hakim bisa memutus perkara pidana secara

maksimal.
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5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan
undang-undang, sehingga tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan
golongan atau pribadi.

2. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan agar dapat meningkatkan upaya
pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang human
trafficking diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat,
menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.
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